
BAB I 

   PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945 telah menjadi landasan bagi pembentukan kelembagaan negara dalam sistem 

pemerintahan di Indonesia. Perubahan ini juga mencakup mekanisme pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden, yang sebelumnya dilakukan oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat sebagai perwujudan kedaulatan negara, kini dialihkan 

menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Sejak pemilihan umum Presiden dan 

Wakil Presiden tahun 2004, sistem pemilihan langsung oleh rakyat mulai 

diterapkan.1 

Dalam sistem yang berlaku di Indonesia pada era reformasi, presiden dipilih 

secara langsung dalam apa yang disebut sebagai "Demokrasi". Pasal 1 ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan 

bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar." Pemilihan Umum adalah bagian yang tak terpisahkan dari 

demokrasi, di mana demokrasi tidak dapat berjalan tanpa pemilu. Oleh karena itu, 

hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional 
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yang dijamin serta dilindungi oleh konstitusi, sehingga pelaksanaannya harus 

dijamin.2  

Menurut Christopher Ezra Manurung Demokrasi adalah mekanisme untuk 

mengubah keadaan yang telah terjadi di masa lalu, mengembalikan hak rakyat 

dalam memilih pemimpin mereka, serta menjamin bahwa para pemegang 

kekuasaan berada di bawah kendali dan pengawasan rakyat.”3 Demokrasi 

menegaskan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Oleh karena itu, rakyat akan 

menciptakan peraturan yang bermanfaat dan melindungi hak-hak mereka. Dengan 

demikian, diterapkan peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar 

dalam kehidupan bernegara untuk memastikan dan melindungi hak-hak rakyat.  

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dianggap lebih 

demokratis dibandingkan pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR) seperti dalam UUD 1945 sebelum perubahan, karena melibatkan rakyat 

secara langsung. Hal ini memberikan mandat dan dukungan nyata kepada 

Presiden dan Wakil Presiden dari pemilih. Ada dua alasan utama mengapa 

pemilihan langsung diperlukan: pertama, memungkinkan terpilihnya Presiden dan 

Wakil Presiden yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat; kedua, menjaga 

stabilitas pemerintahan dalam sistem presidensial agar tidak mudah dijatuhkan. 

Berdasarkan alasan ini, pemilihan langsung diharapkan dapat mewujudkan 
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pemerintahan yang demokratis, bebas dari otoritarianisme, serta membangun 

kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  

Pasal 22E UUD 1945 menetapkan bahwa Pemilu untuk memilih Presiden, 

Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD harus dilaksanakan berdasarkan 

prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun. 

Pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan adanya kontrak 

sosial antara pemilih dan yang terpilih, memberikan mandat dan dukungan nyata 

dari rakyat. Hal ini memastikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden menjalankan 

kekuasaan mereka sesuai dengan kehendak dan keinginan pemilih.4 

Pemilihan Presiden dikenal sebagai pemilu, yang sebenarnya merupakan 

salah satu bentuk nyata dari demokrasi. Dalam pemilu, rakyat secara langsung 

terlibat dan berpartisipasi dalam memilih calon wakil rakyat serta menentukan 

kepala negara dan pemerintahan.5 Pemilu seharusnya bertujuan untuk 

menghasilkan keputusan yang akurat dan tidak keliru, di mana hasil yang dicapai 

harus sesuai dengan kehendak rakyat, karena kehendak rakyat adalah dasar dari 

kekuasaan dalam bernegara. 

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi presidensial, peran Presiden 

sangatlah vital, karena ia bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala 

pemerintahan. Oleh karena itu, banyak hal bergantung pada kepemimpinan 

Presiden. Kegagalan seorang Presiden dapat berujung pada gagalnya penerapan 

sistem demokrasi dalam praktik. Mengingat pentingnya posisi ini, metode 
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pemilihannya menjadi sangat krusial, karena cara pemilihan tersebut akan 

mempengaruhi tingkat efektivitas politik Presiden yang terpilih.6 

Sistem pemilihan umum di Indonesia sering mengalami perubahan sesuai 

dengan kebutuhan pemilu pada masanya. Sebagai negara demokrasi, Indonesia 

menerapkan sistem pemilihan pemerintah melalui Pemilihan Umum (Pemilu). 

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dikenal sebagai UU 

Pemilu.7 

Sebelum  melakasanakan  pemilu,  para  calon presiden  melakukan  

kampanye. Menurut Kotler dan Roberto menyatakan bahwa kampanye adalah 

sebuah usaha yang disusun oleh suatu kelompok (agen perubahan) dengan tujuan 

memengaruhi target sasaran agar menerima, mengubah, atau meninggalkan ide, 

sikap, dan perilaku tertentu. Oleh karena itu, kampanye dapat dipahami sebagai 

bentuk komunikasi yang terencana, ditujukan kepada audiens tertentu selama 

periode waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang spesifik. Dalam Undang-

Undang, Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang selanjutnya 

disebut Kampanye, adalah kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan Pemilih 

dengan menawarkan visi, misi, serta program Pasangan Calon.8 
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Pemilihan umum, yang merupakan pilar demokrasi, memiliki peran penting 

dalam menentukan arah dan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu ini diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di dalam Undang-Undang tersebut, 

khususnya pada Pasal 299 ayat (1) BAB VII Kampanye Pemilu pada bagian 

kedelapan terkait Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden dan 

Pejabat Negara lainnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum menetapkan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak 

untuk melaksanakan kampanye.”.  

Ketentuan pada pasal 299 tersebut harus mematuhi ketentuan Peraturan 

kampanye, khususnya Presiden dan pejabat publik lainnya, diatur setidaknya 

dalam 10 (sepuluh) pasal, yaitu Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 299, Pasal 

300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, dan Pasal 305 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selain undang-undang tersebut, 

ketentuan mengenai kampanye pejabat pemerintah juga diatur dalam Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) No. 15/2023 tentang 

Kampanye Pemilu. 

Setelah di Perhatikan secara mendalam pada pasal 299 dengan mengkaitkan 

ketentuan-ketentuan pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye 

Pemilu tidak diatur secara jelas terkait kebolehan Presiden dan Wakil Presiden 

dalam berkampanye untuk pasangan calon tertentu.  

Presiden/wakil presiden dan menteri, termasuk pimpinan daerah, seringkali 

merupakan anggota, perwakilan, atau pendukung partai politik tertentu, sehingga 



mereka secara otomatis terlibat dalam kampanye. Untuk menentukan apakah hal 

tersebut diperbolehkan atau tidak, perlu ada kajian terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang mengatur partisipasi Presiden dan pejabat 

pemerintah lainnya dalam kampanye. Hal ini penting agar masyarakat 

mendapatkan informasi yang akurat berdasarkan undang-undang yang berlaku. 

Undang-Undang Pemilu memberikan hak kepada presiden dan wakil 

presiden untuk berkampanye. Secara umum, UU Pemilu memberikan rambu-

rambu bagi presiden untuk berkampanye, tetapi kebijakan pasal itu tidak 

menjelaskan semua hal secara rinci. Jika presiden berkampanye, maka akan 

banyak komplikasi hukumnya, karena UU Pemilu tidak mengatur detail. Posisi 

presiden dalam soal kepemiluan bisa merujuk UU Administrasi Pemerintahan 

yang memandatkan presiden tidak boleh melakukan tindakan atau menerbitkan 

keputusan yang tujuannya bukan untuk kepentingan negara, misalnya untuk 

kepentingan pribadi.  

Sepanjang penelusuran Penulis dalam UU Pemilu memang tidak dijelaskan 

mengenai larangan atau kebolehan yang dituliskan secara tegas mengenai presiden 

berkampanye untuk paslon lain. Hal ini karena frasa yang digunakan dalam Pasal 

281 UU Pemilu adalah “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden harus 

memenuhi ketentuan”. Sementara, dalam Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu 

dinyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan 

kampanye.”Adapun, ketentuan Pasal 299 ayat (2) dan (3) UU Pemilu mengenai 



kewajiban untuk masuk ke dalam tim atau pelaksana kampanye ditujukan kepada 

kepada pejabat negara lainnya selain Presiden dan Wakil Presiden.
9
 

Dengan demikian, secara normatif, dalam UU Pemilu memang tidak ada 

larangan bagi presiden berkampanye untuk paslon tertentu, asalkan harus 

menjalani cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara. 

Namun demikian, tindakan presiden berkampanye berpotensi menimbulkan 

komplikasi hukum dan bisa berdampak menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain. Kebolehan presiden berkampanye dalam Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu harus 

dimaknai kampanye untuk dirinya sebagai petahana.  

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 jelas melarang penyelenggara 

negara negara melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Di dalam pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Presiden Republik Indonesia Jokowi 

berupaya mengalihkan tongkat kepemimpinan kepada keturunannya diduga 

merupakan strategi untuk mempertahankan keberlanjutan program-program yang 

telah diusung selama masa kepemimpinannya.
10

 Sejak awal pencalonan anak 

sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres itu menuai protes keras dari kalangan 

masyarakat sipil. Prosesnya juga diwarnai berbagai pelanggaran etik baik yang 

dilakukan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang 

notabene paman Gibran, dan seluruh komisioner KPU RI. Beragam kampus telah 
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mengingatkan dan berteriak lantang untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia 

yang babak belur. 

Dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar 

Hadjar mengakui ada keganjilan dalam Pemilu 2024 ini terutama sejak MK 

menerbitkan putusan No.90/PUU-XXI/2023 yang membuka peluang Gibran maju 

sebagai Cawapres. Padahal dalam putusan sebelumnya MK tegas menyatakan 

persoalan syarat batas usia Capres-Cawapres sebagaimana diatur Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan kewenangan pembuat UU yakni 

DPR bersama Presiden. Tindakan yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap 

Gibran sebagai cawapres telah memenuhi kriteria ‘nepotisme’. Belum pernah ada 

di negara yang menganut sistem demokrasi ada presiden yang sedang berkuasa 

kemudian mendukung pencalonan anaknya sebagai capres-cawapres. Umumnya, 

dukungan seorang pucuk pimpinan negara untuk suksesi anaknya hanya terjadi di 

negara yang menganut sistem kerajaan.
11

 

Undang-Undang tersebut belum mengatur secara rinci bagaimana 

seharusnya presiden atau wakil presiden bersikap ketika diketahui ada anggota 

keluarganya yang ikut serta dalam pemilihan umum. Pasalnya, Pasal 299 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menerangkan presiden 

serta wakil presiden memiliki hak melakukan persuasi. Hal ini dapat 

menimbulkan multitafsir jika memang ada anggota keluarga yang memiliki 

hubungan kekerabatan dengan presiden atau wakil presiden. Hal ini berpotensi 
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merusak kepercayaan publik kepada presiden atau wakil presiden, karena 

dianggap lebih mengutamakan calon karena memiliki hubungan kekerabatan, 

ketimbang menjaga netralitas dan imparsialitas sebagaimana yang diharapkan 

dalam kontestasi demokrasi.12 

Norma dalam Pasal 299 sebaiknya diubah dengan memperjelas bahwa 

Presiden yang diperbolehkan berpartisipasi dalam kampanye adalah Presiden 

petahana atau calon Presiden untuk periode berikutnya, bukan sebagai bagian dari 

tim kampanye pasangan calon Presiden lainnya. Berangkat dari hal tersebut, 

penulis tertarik mengkaji Hak Presiden ikut serta dalam kampanye   dikarenakan 

terdapat Pro dan Kontra mengenai Tafsiran Pasal 299 UU Pemilu tersebut dan 

juga potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat terjadi akibat Penafsiran yang 

begitu luas terhadap pasal 299 UU Pemilu agar permasalahan seperti sekarang ini 

tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang. Dari uraian tersebut, maka penulis 

tertarik melakukan penilitian dan kajian dengan judul: “Analisis Hak Presiden 

Ikut Serta Dalam Kampanye Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilu di Indonesia” 

B. Rumusan Masalah  

Setelah mencermati latar belakang, tulisan ini akan memfokuskan penilitian 

pada aspek hukum kedepan dalam konsentrasi bagaimana rumusan normatif 

paling efektif untuk mewujudkan kepastian hukum yang diinginkan. Adapun 

Rumusan Masalah dalam penilitian ini adalah: 
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1. Bagaimana Hak Kampanye Presiden dalam Penyelenggaraan tahapan 

Pemilihan Umum? 

2. Bagaimana Hak Kampanye Presiden di masa yang akan datang? 

C. Tujuan Penilitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan 

diatas, maka tujuan dari penilitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Hak Kampanye Presiden dalam Penyelenggaraan tahapan 

Pemilihan Umum. 

2. Untuk mengetahui Hak Kampanye Presiden di masa yang akan datang. 

D. Manfaat Penilitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan 

hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pemikiran ilmu hukum terkhusus Hukum Tata Negara terutama berhubungan 

dengan Pemilu. Serta menjadi rujukan dalam diskusi-diskusi ilmiah yang dapat 

semakin memperjelas Pengaturan Pasal 299 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 

Tentang pemilu dan juga dapat memperjelas dapat memperjelas Bagaimana Hak 

Kampanye Presiden Terkait Pasal ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini merupakan salah satu pemenuhan syarat untuk mendapatkan 

gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi. 



b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi bagi para pengambil 

kebijakan untuk memberikan informasi dan sebagai masukan yang berguna 

bagi pemerintah mengenai Analisis Terkait Hak Presiden Ikut Serta Dalam 

Kampanye Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilu Di Indonesia. Serta dapat memberikan Penjelasan Terkait Hak 

Kampanye Presiden yang diatur dalam pasal ini. 

E. Kerangka Konseptual 

Dalam penelitian ini, diperlukan pembatasan-pembatasan mengenai 

beberapa pengertian yang berkaitan dan saling mendukung. Berikut kerangka 

konseptual yang dijadikan bahan dalam penelitian ini. 

1. Analisis 

Pengertian Analisis diartikan sebagai suatu proses pemecahan masalah yang 

diawali dengan memeriksa dan menguraikan suatu masalah untuk mengungkap 

keadaan sebenarnya, atau proses pemecahan masalah yang di awali dengan 

dugaan akan kebenarannya.13 Menurut Komaruddin Pengertian analisis adalah 

kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen 

sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan 

fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.14 

Dari pendapat diatas dapat ditarik disimpulkan bahwa analisis merupakan 

kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen 

dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, 
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kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga 

dapat diusulkan perbaikan.15 

2. Hak Presiden 

 Sebagai kepala negara, Presiden memiliki hak konstitusional yang dikenal 

sebagai hak prerogatif. Hak ini mirip dengan hak-hak yang dimiliki oleh 

pemimpin negara lain seperti raja, ratu, kaisar, kanselir, atau Yang Dipertuan 

Agung dalam sistem pemerintahan parlementer. Pada dasarnya, hak prerogatif 

Presiden dalam sistem presidensial terinspirasi dari hak prerogatif raja yang 

diterapkan di negara-negara monarki dengan sistem parlementer. Hak prerogatif 

yang dimiliki oleh Presiden bersifat khusus (previlege) dan melekat pada 

jabatannya. Hak prerogatif tersebut bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu 

gugat.16 

  Beberapa Hak Prerogatif yang dimiliki oleh presiden diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Presiden memiliki kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, 

dan Angkatan Udara sesuai dengan Pasal 10 UUD 1945. Dalam konteks ini, 

Presiden berwenang menunjuk Panglima TNI dengan persetujuan dari DPR. 

2. Prersidern berrwernang mernyatakan perrang, mermburat perrdamaian, dan 

mernye rpakati perrjanjian derngan nergara lain, yang serlurrurhnya mermerrlurkan 
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perrserturjuran dari DPR, serbagaimana terrcanturm dalam Pasal 11 ayat (1) UrUrD 

1945. 

3. Prersidern mermiliki kerwernangan urnturk mermburat perrjanjian interrnasional yang 

mermiliki dampak bersar dan merndalam bagi kerhidurpan masyarakat, terrmasurk 

yang mernyangkurt berban kerurangan nergara dan/ataur mermerrlurkan perrurbahan 

ataur permberntu rkan urndang-urndang, derngan perrserturjuran DPR sersurai Pasal 11 

ayat (2) UrUrD 1945. 

4. Prersidern mernertapkan keradaan bahaya sersu rai derngan kerternturan dankonserkurernsi 

yang diaturr dalam urndang-urndang, serbagaimana terrcanturm dalam Pasal 12 

UrUrD 1945. 

5. Prersidern mermiliki werwernang urnturk merngangkat durta dan konsurl serrta 

mernerrima durta dari nergara lain, derngan mermperrtimbangkan masu rkan dari 

DPR, sersurai derngan Pasal 13 UrUrD 1945. 

6. Prersidern mermiliki werwernang urnturk mermberrikan grasi dan rerhabilitasi derngan 

mermperrtimbangkan perndapat Mahkamah Agurng, serrta mermberrikan amnersti 

dan abolisi derngan mermperrtimbangkan masurkan dari DPR, serbagaimana diaturr 

dalam Pasal 14 UrUrD 1945. 

7. Prersidern mermiliki kerwernangan urntu rk mernganu rgerrahkan gerlar, tanda jasa, dan 

tanda kerhormatan lainnya yang diatu rr dalam u rndang-urndang, sersurai Pasal 15 

UrUrD 1945 

8. Prersidern mermiliki kerwernangan urnturk merngangkat dan mermberrherntikan 

mernterri, serrta mermbernturk, merngurbah, dan mermburbarkan kermernterrian nergara 



sersurai derngan kerternturan yang diaturr dalam urndang-urndang, serbagaimana 

terrcanturm dalam Pasal 17 UrUrD 1945. 

9. Prersidern mermiliki hak urnturk mernertapkan Perraturran Permerrintah Perngganti 

Urndang-Urndang (Perrppur) dalam keradaan gernting yang mermaksa, serbagaimana 

diaturr dalam Pasal 22 ayat (1) UrUrD 1945. 

10. Prersidern mermiliki kerwernangan urnturk merngangkat dan mermberrherntikan  

anggota Komisi Yurdisial derngan perrsertu rjuran dari DPR, sersurai derngan Pasal 

24B ayat (3) UrUrD 1945. 

11. Prersidern merngursurlkan tiga orang hakim konstitursi kerpada DPR (Pasal 24C 

ayat (3) UrUrD 1945). 

3. Kampanye 

Mernurrurt Ricer dan Paislery, kampanyer merrurpakan urpaya urnturk 

mermperngarurhi keryakinan dan perrilakur orang lain merlaluri daya tarik komurnikasi. 

Kampanyer politik adalah salah satur bernturk komurnikasi politik yang dilakurkan 

olerh individur, kerlompok, ataur organisasi politik dalam jangka waktu r terrterntur 

derngan turjuran urnturk merndapatkan durkurngan politik dari masyarakat. 

sertiap aktivis kampanyer sertidaknya harurs merngandurng 4 hal yakni: 

1.   Tindakan kampanyer yang diturjurkan urnturk mernciptkan erferk atau r dampak 

terrterntur, 

2.   Jurmlah khalayak sasaran yang bersar, 

3.   Biasanya dipu rsatkan dalam kurrurn waktur terrterntur, dan 

4.   Merlaluri serrangkaian tindakan komurnikasi yang terrorganisasi. 



 Di sisi lain, mernurrurt Lock dan Harris, turjuran kampanye r politik adalah urnturk 

mermbernturk citra politik. Urnturk merncapai hal ini, partai politik perrlur mernjalin 

hurburngan baik baik sercara interrnal mau rpurn erksterrnal. Hurburngan interrnal 

merngacur pada interraksi antara anggota partai dan perndurkurng urnturk mermperrkurat 

ikatan iderologis serrta iderntitas partai. Sermerntara itur, hurburngan erksterrnal berrturjuran 

urnturk merngkomu rnikasikan citra yang ingin dibangurn kerpada pihak lurar, terrmasurk 

merdia massa dan masyarakat. 

 Secara menyeluruh kampanye r adalah suratur kergiatan ataur perrilakur yang 

dilakurkan urnturk merngambil simpati masyarakat derngan cara mernurnjurkkan ataur 

mernawarkan yang baik-baik atas dirinya, dan merngurmurmkan apa saja visi misi 

merrerka urnturk merndurdurki dan mermimpin permerrintahan. 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

 Urndang-Urndang Nomor 7 Tahurn 2017 Terntang Permilihan Urmurm pada 

dasarnya dibernturk urnturk mernyerderrhanakan dan mernserlaraskan serrta 

mernggaburngkan perraturran Permilur yang serberlurmnya terrpisah dalam tiga Urndang-

Urndang, yaitur Urndang-Urndang Nomor 42 Tahurn 2008 Ternntang Permilihan 

Urmurm Prersidern dan Wakil Prersidern, Urndang-Urndang Nomor 15 Tahurn 2011 

Terntang Pernye rlernggara Permilihan Urmurm, dan UrndangUrndang Nomor 8 Tahurn 

2012 Terntang Permilihan Urmurm Anggota Derwan Perrwakilan Rakyat, Derwan 

Perrwakilan Daerrah, dan Derwan Perrwakilan Rakyat Daerrah. Serlain itur, Urndang-

Urndang ini berrturjuran urnturk mernjawab dinamika politik terrkait pernyerlernggara dan 

perserrta Permilur, dan pernergakan hurkurm dalam satur Urndang-Urndang terntang 

permilihan urmurm. 



Pada Pasal 299 UrUr No 7 Tahurn 2017 Terntang Permilur merngaturr terntang hak 

kampanyer bagi perjabat nergara, terrmasurk prersidern dan wakil prersidern. Berrikurt ini 

adalah isi lerngkap pasal 299 UrUr Permilur terrserburt:   

(1) Prersidern dan wakil Prersidern mermpurnyai hak merlaksanakan Kampanyer 

(2) Perjabat nergara lainnya yang berrstaturs serbagai anggota Partai Politik    

     mermpurnyai hak merlaksanakan Kampanyer.  

(3) Perjabat nergara lainnya yang burkan berrstaturs serbagai anggota Partai Politik    

     dapat merlaksanakan Kampanyer, apabila yang berrsangkurtan serbagai: 

      a. calon Prersidern ataur calon Wakil Prersidern; 

      b. anggota tim kampanyer yang surdah didaftarkan ker KPUr; ataur. 

      c. perlaksana kampanye r yang surdah didaftarkan ker KPUr. 

 Jadi Sercara kerserlurrurhan, jurdurl ini mernggambarkan serburah pernerlitian yang 

berrturjuran urnturk mermahami hak lergal Prersidern dalam berrpartisipasi dalam 

kampanyer politik mernurrurt Urndang-Urndang Permilur Indonersia yang berrlakur, 

derngan fokurs pada aturran, permbatasan, dan dampaknya terrhadap sisterm 

dermokrasi di Indonersia. 

F. Landasan Teoritis 

 Serdangkan terori hurkurm yang digurnakan serbagai landasan dan pisaur   

analisis dalam merngkaji isur-isur hurkurm dalam pernerlitian ini adalah: 

1. Teori Trias Politika   

 Permikiran permisahan kerkurasaan berrawal dari terori John Locker dan 

dilanjurtkan olerh Montersqurierur (1689-1755) sarjana Perrancis yang terrkernal serbagai 

pernermur ataur pernurlis burkur “L’Ersprit ders Lois” yang berrawal pada suratur bernturk 



reraksi terrhadap kerkurasaan absolurt yang dimiliki serorang raja. Indonersia tidak 

sercara erksplisit merngatakan mernggurnakan terori Trias Politika pada sisterm 

permerrintahannya. Hanya saja ada berberrapa konserp Trias Politika yang surdah 

diturangkan pada UrUrD 1945 yaitur berrurpa permisahan werwernang antara erkserkurtif, 

lergislatif dan yu rdikatif. Derngan permbagian kerkurasaan diharapkan terrciptanya 

cherck and balancer pada permerrintahan dimana adanya Lermbaga Perlaksana dan 

Perngawas didurkurng olerh Lermbaga Kerhakiman yang mandiri serhingga 

mernjadikan nergara mernganurt sisterm “Trias Politika”.17 

 Wilayah kerkurasaan lergislatif dalam hal ini masih sama serperrti yang 

dijerlaskan olerh John Locker yakni mermberrikan turgas dan werwernang lermbaga 

nergara urnturk mermburat serburah perraturran perru rndang-urndangan. Cabang kerkurasaan 

erkserkurtif yakni serbagai perlaksana daripada perraturran perrurndang-urndangan yang 

terlah diburat. Serdangkan cabang kerkurasaan Yurdikatif berrberda derngan konserp John 

Locker. Montersqu rierur mernjerlaskan bahwa Yu rdikatif merrurpakan serburah lermbaga 

nergara yang mermiliki furngsi dalam lingku rp perradilan ataur merngadili adanya 

serburah perlanggaran terrhadap urndang-urndang.18 

 Kerkurasaan Erkserkurtif adalah kerwernangan urnturk mernjalankan Urndang-

Urndang. Werwernang ini berrada di tangan Kerpala Nergara. Namurn, Kerpala Nergara 

tidak dapat merlaksanakan serlurrurh urndang-u rndang sercara langsurng. Olerh karerna 

itur, kerkurasaan terrserburt diserrahkan ataur diderlergasikan kerpada perjabat-perjabat 
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permerrintah/Nergara yang sercara kolerktif mermbernturk suratur lermbaga perlaksana 

urndang-urndang (Lermbaga Erkserkurtif). Lermbaga inilah yang mermiliki tanggurng 

jawab urnturk mernjalankan kerkurasaan Erkserkurtif.19 

Kerkurasaan Badan Erkserkurtif mermpurnyai werwernang yang merncakurp berberrapa 

bidang yaitur : 

1) Administratif, yakni kerkurasaan urnturk merlaksanakan U rndang- Urndang dan   

     perraturran perru rndangan lainnya dan mernyerlernggarakan administrasi nergara. 

2) Lergislatif, yaitur mermburat rancangan Urndang-Urndang dan mermbimbingnya    

     dalam badan perrwakilan rakyat sampai mernjadi Urndang-Urndang. 

3) Keramanan, artinya kerkurasaan urnturk merngaturr polisi dan angkatan    

     berrsernjata, mernyerlernggarakan perrang, perrtahanan nergara, serrta keramanan   

     dalam nergerri. 

4) Yurdikatif, mermberri grasi, amnersti, dan serbagainya 

5) Diplomatik, yaitur kerkurasaan urnturk mernyerlernggarakan hurburngan diplomatik    

    derngan nergara-nergara lain.20 

2. Teori Kewenangan  

Kerwernangan atau r werwernang mermiliki kerdurdurkan pernting dalam kajian 

Hurkurm Tata Nergara dan Hu rkurm Administrasi. Karna pe rntingnya ini F.A.M 

Stroink dan J.G Sterernbererk mernyatakan: “Hert Bergrip bervoergdherid is dan ook 
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kermbergrip in her staats-ern administratierf rercht”.21 Dari perrnyataan terrserburt dapat 

kita tarik perngerrtian bahwa werwernang me rrurpakan konserp dari Hurku rm Tata 

Nergara dan Hurku rm Administrasi. 

Werwernang atau r kerwernangan dalam istilah ke rrap disamakan derngan istilah 

berlanda “bervoergherid” yang berrarti werwernang atau r berrkurasa. Dalam Kamu rs 

Bersar Bahasa Indone rsia serbagaimana diku rtip olerh Kamal Hidjaz, Werwernang 

disamakan derngan kata kerwernangan yang artinya se rbagai hak dan ke rkurasaan 

urntu rk berrtindak, kerkurasaan mermbu rat purtu rsan mermerrintah dan merlimpahkan 

tanggurng jawab pada orang lain.22 

Mernurrurt Ferrrazi, “kerwernangan yaitu r serbagai hak u rntu rk mernjalankan su ratu r 

ataur lerbih furngsi manaje rmern, yang me rlipurti perngatu rran (rergu rlasi dan 

standarisasi), perngu rrursan (administrasi) dan pe rngawasan (surperrvisi) atau r suratur 

urrursan terrterntu r.”23 

Dari derfinisi diatas maka pe rnurlis berrperndapat bahwa kerwernangan adalah 

suratu r hak yang dipu rnyai nergara ataurpurn le rmbaga nergara yang be rrberntu rk 

werwernang yang dibe rrikan olerh perratu rran Perrurndang-urndangan ataur perratu rran 

terrterntu r urntu rk mernjalankan tu rgas dan furngsi serbagai warga Nergara ataur Lermbaga 

Nergara. 
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“Urnsurr-urnsu rr kerwernangan antara lain me rlipurti:  

a. Perngarurh merrurjurk serbagai pernggurnaan werwernang dimaksurdkan urnturk 

merngerndalikan perrilakur surbjerk hurkurm 

b. Dasar hu rkurm berrkaitan derngan prinsip bahwa sertiap werwernang 

permerrintah yang harurs dapat diturnjurk dasar hurkurmnya.  

c. Konformitas Hurkurm, merngandurng makna adanya standar werwernang baik 

standar urmurm dan standar khursurs.”24 

 

Dalam mermperrolerh kerwernangan ada tiga cara u rntu rk mermperrolerh 

kerwernangan yaitu r antara lain: 

a. Atribursi, yaitu r permberrian kerwernangan ole rh permbu rat urndang-urndang 

serndiri kerpada su ratu r organ permerrintahan, baik yang su rdah ada mau rpurn 

yang barur sama serkali.  

b. Derlergasi, yaitu r pernyerrahan werwernang yang dipu rnyai ole rh organ 

permerrintah kerpada organ lain. Artinya apa yang awalnya itu r merrurpakan 

kerwernangan orang pe rrtama, maka serlanju rtnya mernjadi kerwernangan orang 

kerdura. 

c. Mandat, yaitu r perlimpahan werwernang kerpada bawahan, artinya dalam hal 

ini tanggu rng jawab masih ada pada pe rmberri mandat, olerh karerna itu r akibat 

hurkurm yang ditimbu rlkan adalah tanggu rng jawab permberri mandat.
 25 

 

3. Teori Peraturan Perundang-Undangan 

 Mernurrurt Bagir Manan yang merngurtip perndapat P.J.P Tak terntang wert in 

materrierler zin mermberri perngerrtian Perrurndang-urndangan dalam arti materril yang 

ersernsinya antara lain serbagai berrikurt: 26 

a)   Perraturran perrurndang-urndangan berrbernturk kerpurtursan terrturlis. Karerna 

merrurpakan kerpurtursan terrturlis, perraturran perrurndang-urndangan serbagai 

kaidah hurkurm terrturlis (gerschrervernrerht, writtern law) 

b)   Perraturran perrurndang-urndangan dibernturk olerh perjabat ataur lingkurngan 

jabatan (badan, organ) yang mermpurnyai werwernang mermburat “perraturran” 

yang berrlakur ataur merngikat urmurm (algermerern) 

c)   Perraturran perrurndang-urndangan berrsifat merngikat urmurm, tidak 

dimaksurdkan harurs serlalur merngikat sermura orang. Merngikat urmu rm hanya 

mernurnjurkkan bahwa Perraturran perrurndang-urndangan tidak berrlakur 

terrhadap perristiwa konkrert ataur individur terrterntur. 
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 Urnturk merwurjurdkan Perraturran Perrurndang-urndangan yang baik dan dapat 

diperrtanggurngjawabkan, perrlur mermperrtimbangkan landasan terori dan berrbagai 

asas dalam prosers permbernturkan terrmasurk su rbstansi ataur materri muratan masing-

masing Perraturran Perrurndang-urndangan. Asas-asas permbernturkan Perraturran 

Perrurndang-urndangan mernurrurt Prof A. Hamid S. Attamimi27 adalah asas hurkurm 

yang mermberrikan perdoman dan bimbingan bagi pernurangan isi perraturran ker dalam 

bernturk dan sursurnan yang sersurai, bagi permbernturkan derngan mertoder, prosers, dan 

proserdurr permbernturkan yang terpat.  

Dalam pasal 7 ayat (1) Urndang-Urndang Nomor 12 tahurn 2011 dinyatakan bahwa 

jernis dan hierrarki perraturran perrurndang-urndangan serbagai berrikurt: 

a. Urndang-Urndang Dasar Nergara Rerpurblik Indonersia Tahurn 1945 

b. Kertertapan Majerlis Perrmursyawaratan Rakyat 

c. Urndang-Urndang/ Perraturran Permerrintah perngganti Urndang-Urndang. 

d. Perraturran Permerrintah 

e. Perratu rran Prersidern 

f. Perratu rran Daerrah Provinsi dan  

g. Perratu rran Daerrah Kabu rpatern/Kota 

G. Originalitas Penelitian 

Pernerlitian derngan ju rdurl Analisis Hak Prersidern Iku rt Serrta Dalam Kampanye r 

Berrdasarkan Urndang-Urndang Nomor 7 Tahu rn 2017 Terntang Permilur Di Indonersia. 

Urntu rk mernjamin keraslian pernerlitian ini dan serkaligu rs mermperrmurdah mermahami 
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perrberdaan isu r hu rkurm yang diterliti dan dikaji dalam pe rnerlitian ini dibandingkan 

derngan pernerlitian terrdahurlur: 

Tabel 1 Originalitas Penelitian 

No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian dan  

Perbedaan Penelitian 

1. Murhammad Iqbal 

Baihaqi, 

Urniverrsitas Islam 

Nergerri Syarif 

Hidayatu rllah 

Jakarta Tahu rn 

2024. 

Nertralitas Sikap 

Prersidern dan 

Perjabat Nergara 

Dalam Kampanye r 

Permilihan Urmurm 

2024 (Skripsi) 

Pernerlitian ini me rmbahas terntang 

kernertralan prersidern dan perjabat 

nergara dalam kampanye r 

permilihan urmurm berrdasarkan 

Urndang Urndang Nomor 7 Tahurn 

2017 Terntang Permilihan Urmurm 

(UrUr Permilur), Urndang Urndang 

Nomor 42 Tahurn 2008 Terntang 

Permilihan Urmurm Prersidern dan 

Wakil Prersidern, dan Urndang-

Urndang Nomor 5 tahurn 2014 

terntang Aparturr Sipil Nergara 

dalam ajang kampanye r 

permilihan prersidern 2024. 

Adapurn perrberdaan derngan 

pernerlitian skripsi yang pe rnurlis 

kaji merngernai Analisis Hak 

Prersidern Ikurt Serrta Dalam 

Kampanyer Berrdasarkan pasal 

299 Urndang-Urndang Nomor 7 

Tahurn 2017 Terntang Permilur di 

Indonersia,  yaitur: Foku rs 

Pernerlitian pernurlis ini berrtitik 

tolak pada Mu rltitafsir dari pasal 

299 UrUr Permilur yang akan 

berrdampak poternsi 

pernyalahgu rnaan kerkurasaan ole rh 

prersidern dan bagaimana hak 

kampanyer diaturr dalam pasal 

299 UrUr Permilur terrserburt. 

2. Najib Su rberkti, 

Institu rt Agama 

Islam Nergerri 

Analisis Yurridis 

Hak Kampanye r 

Caprers Pertahana 

Pernerlitian ini me rmbahas terntang 

Hakikat curti kampanye r Caprers 

Pertahana dan dampak dari cu rti 



(IAIN) Salatiga, 

2022 

Dalam Urndang-

Urndang Nomor 7 

Tahurn 2017 

Dalam Perrsperktif 

Aburser Of Powerr 

(Skripsi) 

kampanyer terrserburt 

Adapurn perrberdaan derngan 

pernerlitian skripsi yang pe rnurlis 

kaji merngernai Analisis Hak 

Prersidern Ikurt Serrta Dalam 

Kampanyer Berrdasarkan pasal 

299 Urndang-Urndang Nomor 7 

Tahurn 2017 Terntang Permilur di 

Indonersia,  yaitur: Foku rs 

Pernerlitian pernurlis ini berrtitik 

tolak pada Mu rltitafsir dari pasal 

299 UrUr Permilur yang akan 

berrdampak poternsi 

pernyalahgu rnaan kerkurasaan ole rh 

prersidern dan bagaimana hak 

kampanyer Prersidern diaturr dalam 

pasal 299 UrUr Permilur terrserburt. 

3. Al Ma’wa, 

Urniverrsitas islam 

Nergerri Su rnan 

Kalijaga 

Yogyakarta, 2019 

Hak Prersidern dan 

Wakil Prersidern 

Merlaksanakan 

Kampanyer (Stu rdi 

Purtursan 

Mahkamah 

Konstitu rsi Nomor 

10/PUrUr-

XVII/2019) 

Perrsperktif 

Siyasah (Skripsi) 

Pernerlitian ini me rmbahas terntang 

Hak Prersidern Merlaksanakan 

Kampanyer derngan 

merlatarberlakangi Pro/Kontra 

Purtursan MK Nomor 10/PU rUr-

XVII Tahu rn 2019. 

Adapurn perrberdaan derngan 

pernerlitian skripsi yang pe rnurlis 

kaji merngernai Analisis Pasal 

299 Terrkait Hak Prersidern Ikurt 

Serrta Dalam Kampanye r 

Berrdasarkan Urndang-Urndang 

Nomor 7 Tahu rn 2017 Terntang 

Permilur di Indonersia,  yaitur: 

Fokurs Pernerlitian pernurlis ini 

berrtitik tolak pada Mu rltitafsir 

dari pasal 299 U rUr Permilu r yang 

akan berrdampak pote rnsi 

pernyalahgu rnaan kerkurasaan ole rh 

prersidern dan bagaimana hak 

kampanyer Prersidern diaturr dalam 

pasal 299 UrUr Permilur terrserburt. 

 



Terrkait derngan fokurs pernerlitian hu rku rm yang diterliti dan dikaji dalam 

pernerlitian ini se rcara khu rsurs dan komprerhernsif mermiliki perrberdaan dari pernerliti 

serberlurmnya. Olerh karerna itu r, pernerlitian ini dapat dipe rrtanggurngjawabkan se rcara 

ilmiah dan kerilmu ran dalam rangka me rmbu rka rurang urntu rk diberrikan kritik yang 

berrsifat mermbangu rn. 

H. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian  

Pernerlitian ini me rnggurnakan tiper pernerlitian yu rridis normatif. Pe rnerlitian 

yu rridis normatif su rdah serjak lama digu rnakan ole rh para serrjana hu rku rm u rntu rk 

mernganalisis dan me rnyerlersaikan suratu r perrmasalahan hu rkurm yang terrjadi. 

Ciri khas pernerlitian yu rridis normatif adalah tidak dipe rrlurkannya du rkurngan 

data ataur fakta-fakta yang te rrjadi di masyarakat kare rna perrmasalahan yang dikaji 

didasarkan atas bahan-bahan hu rkurm yang terrdapat di dalam su rmberr hu rkurm dan 

yang mernjadi foku rs urtama adalah hurkurm positif.28 

2. Metode Pendekatan 

Ada berberrapa pernderkatan yang digu rnakan dalam pernerlitian ini, yakni 

pernderkatakan perrurndang-urndangan (Normativer/Statu rter Approach), Pernderkatan 

Konserptu ral (Conserptu ral Approach), dan Pernderkatan Kasu rs (Caser Approach). 

Adapurn landasan berrfikir masing-masing pernderkatan adalah serbagai berrikurt: 
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a. Pendekatan Perundang-undangan 

“Pernderkatan perrurndang-urndangan yaitur pernderkatan yang merlihat produrk 

hurkurm serbagai pursat pernerlitian.”29 Urnturk dapat mernjawab perrsoalan yang 

mernjadi fokurs kajian, serlayaknya kita tidak merlerpaskan diri dari perraturran 

perrurndang-urndangan yang mernjadi perdoman bagi perlaksanaan suratu r aturran. 

Dalam pernerlitian ini, pernderkatan perraturran perrurndang-urndangan mernjadi salah 

satur syarat wajib yang haru rs dipernurhi hingga dapat me rnghasilkan jawaban yang 

mermuraskan. Pernderkatan ini jurga serlain salah satu r kerharursan dalam se rtiap 

pernerlitian hu rkurm normatif ju rga mermprerserntasikan jernis hurkurm positif yang 

mernjadi batasan bagi para pe rnerliti u rntu rk mernyerlersaikan su ratu r perrsoalan hu rkurm. 

Dalam mertoder pernderkatan Perrurndang-urndangan pernerliti harurs mermahami 

hierrarki dan asas-asas dalam perratu rran Perrurndang-urndangan .30 

b. Pendekatan Konseptual 

Pernderkatan konserptu ral dilaksanakan manakala pe rnerliti tidak berranjak dari 

atu rran hurkurm yang ada. Hal ini dilaku rkan karerna mermang berlurm atau r tidak ada 

atu rran hurkurm urntu rk masalah yang dihadapi.31 Pernderkatan Konserptu ral adalah 

pernerlitian yang me rlihat perrmasalahan hurku rm derngan mernerliti konse rp-konserp 

hurkurm serbagai rurjurkan urtama, serperrti su rmberr hurkurm, lermbaga-lermbaga hu rkurm, 

maurpurn furngsi hu rkurm dan lainnya.32 Pernderkatan konserptu ral dimu rncurlkan dalam 

pernerlitian ini karerna dibu rturhkan banyak su rmberr hurkurm baik su rmberr hu rkurm 

primerr, serkurnderr, mau rpurn terrsierr dalam me rmbahas mernernai iurs constitu rerndurm 
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Analisis Hak Prersidern Iku rt Serrta Dalam Kampanye r Berrdasarkan Urndang-Urndang 

Nomor 7 Tahurn 2017 Terntang Permilur Di Indonersia. 

c. Pendekatan Kasus 

Pernderkatan Kasu rs (Caser Approach) adalah salah satu r jernis pernderkatan 

dalam pernerlitian Hu rkurm Normatif dimana pe rnerliti merncoba mermbangurn 

argurmerntasi hurku rm dalam perrsperktif kasu rs kongkrert yang te rrjadi dilapangan. 

Urntu rk itu r, biasanya je rnis pernderkatan ini tu rjurannya adalah u rntu rk merncari nilai 

kerbernaran serrta jalan kerlurar terrbaik terrhadap perristiwa hu rkurm yang te rrjadi sersurai 

derngan prinsip keradilan.33 

Dalam pernderkatan kasu rs pada perristiwa ini yang me rnimburlkan adanya 

Kontra terrkait Hak Pre rsidern iku rt serrta dalam kampanye r  yaitu r merru rjurk pada 

pokok perrkara nomor 166/PU rUr-XXI/2023 yaitu r merngaju rkan perrurbahan terrhadap 

serdikitnya 3 Pasal U rndang-Urndang Nomor 7 Tahu rn 2017 Terntang Permilu r terrkait 

keriku rtserrtaan Prersidern dalam Kampanyer Permilu r pada Pasal 299 UrUr Permilur yang 

merngaturr hak prersidern dan wakil prersidern merlaksanakan kampanye r, diminta 

ditambahkan syarat "Tidak terrikat hurburngan kerlurarga serdarah ataur sermernda 

sampai derrajat kertiga, ataur hurburngan surami ataur istri merskipurn terlah berrcerrai 

derngan pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD 

kaburpatern/kota, serrta tidak mermiliki poternsi konflik kerperntingan derngan turgas, 

werwernang dan hak jabatan masing-masing.”  

Syarat yang sama diminta ditambahkan pada Pasal 280 Ayat (2) UrUr Permilur 

yang merngaturr daftar perjabat nergara yang dilarang iku rt serrta salam tim kampanye r 
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dan pasal Kermurdian, Pasal 281 Ayat (1), yang merngaturr perlibatan prersidern-wakil 

prersidern dalam kampanye r permilur, diminta agar ditambahkan syarat yang sama 

serperrti pada isi gu rgatan pasal 299 U rUr Permilu r yaitu r  “Tidak terrikat hurburngan 

kerlurarga serdarah ataur sermernda sampai derrajat kertiga, ataur hurburngan su rami ataur 

istri merskipurn terlah berrcerrai derngan pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, 

DPRD provinsi, DPRD kaburpatern/kota, serrta tidak mermiliki poternsi konflik 

kerperntingan derngan turgas, werwernang dan hak jabatan masing-masing.”34 

d. Pendekatan Historis  

Dermokrasi di Indonersia terlah merngadakan permilur serbanyak 12 kali, yaitur 

pada tahurn 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 

dan 2019. Pada awalnya, turjuran permilur ini adalah mermilih anggota DPR, DPRD 

Provinsi, serrta DPRD kaburpatern/kota. Sermerntara itur, permilihan prersidern pada 

murlanya dilakurkan olerh MPR.35 

Serterlah lerbih dari satur derkader tanpa permilur, permilihan urmurm kermbali 

digerlar pada 5 Ju rli 1971 di bawah permerrintahan Order Barur. Permilur ini berrturjuran 

urnturk mermilih anggota DPR derngan mernggurnakan sisterm perrwakilan 

proporsional dan sterlserl datar, dan diikurti olerh sermbilan partai politik serrta satur 

organisasi masyarakat. 

Pada 1975, Urndang-Urndang No. 3 Tahurn 1975 terntang partai politik dan 

Golkar mernertapkan pernggaburngan partai-partai politik mernjadi dura erntitas urtama: 
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Partai Perrsaturan Permbangurnan dan Partai Dermokrasi Indonersia, serrta satur 

organisasi Golongan Karya. Permilur berrikurtnya dilaksanakan pada 2 Meri 1977, 

urnturk mermilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kaburpatern/Kota, 

derngan tiga perserrta, yaitur Partai Perrsaturan Permbangurnan, Partai Golongan Karya, 

dan Partai Dermokrasi Indonersia. 

Permilur-permilur serlanjurtnya diadakan pada 1982, 1987, 1992, dan 1997 di 

bawah kerpermimpinan Prersidern Soerharto, derngan format yang sama dan jurmlah 

partai yang tertap. Ciri khas permilur pada masa Order Barur ini, yang serring diserburt 

serbagai “Permilur Order Barur,” serlalur dimernangkan olerh Golongan Karya. Pada 

masa ini, asas “Lurberr” (Langsurng, Urmurm, Berbas, dan Rahasia) diterrapkan, 

merskipurn perlaksanaannya kerrap diperrtanyakan.36 

Serterlah Prersidern Soerharto murndurr pada 21 Meri 1998, BJ Habibie r 

merngambil alih jabatan prersidern. Di terngah dersakan masyarakat, permilur barur 

disergerrakan, dan pada 7 Jurni 1999 permilu r diadakan kermbali urnturk mermilih 

anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kaburpatern/Kota. Pada masa Rerformasi 

ini, jurmlah perserrta permilur berrtambah signifikan mernjadi 48 partai politik dari 

berrbagai latar berlakang. Asas “Jurrdil” (Jurjurr dan Adil) jurga diperrkernalkan, 

mernandakan permilur yang dilaksanakan tanpa diskriminasi ataur perrlakuran khursurs. 

Permilur 1999 mernjadi permilur perrtama di erra Rerformasi. Serlanjurtnya, pada 5 

April 2004, permilur diserlernggarakan derngan hak pilih langsurng urntu rk rakyat, 

terrmasurk permilihan prersidern dan wakil prersidern sercara langsurng. Pada tahurn 

terrserburt, permilur diadakan dalam tiga tahap: permilihan anggota DPR dan DPRD 

                                                           
 

36
 Nesa Azra,  “Sejarah Pemilu di Indonesia dari Masa ke Masa, Mulai 1955 hingga 

2019” https://uici.ac.id/sejarah-pemilu-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/ (Diakses pada tanggal 

25 November 2024, Pukul 16.40 WIB) 

https://uici.ac.id/sejarah-pemilu-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/


pada 5 April, permilihan prersidern purtaran perrtama pada 5 Jurli, dan purtaran kerdura 

pada 20 Serptermberr 2004, yang dianggap serbagai langkah majur dalam dermokrasi 

Indonersia. 

Permilur 2009 dilaksanakan pada 8 Jurli urnturk permilihan prersidern dan wakil 

prersidern, derngan aturran barur yang mernertapkan pasangan kandidat permernang 

serbagai perraih lerbih dari 50% surara nasional dan serdikitnya 20% surara di lerbih 

dari serterngah jurmlah provinsi di Indonersia, serhingga tidak diperrlurkan purtaran 

kerdura. Pada permilur urnturk mermilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, perserrta terrdiri 

dari 44 partai, yang merlipurti 35 partai nasional dan 6 partai lokal Acerh. 

Permilur 2014 diserlernggarakan dalam dura tahap, yaitur pada 9 April 2014 

urnturk mermilih anggota DPR RI, DPD, dan DPRD, derngan 15 partai politik 

terrdaftar serbagai perserrta. Tahap kerdura diadakan pada 9 Jurli 2014 urnturk permilihan 

Prersidern dan Wakil Prersidern, yang mernandai permilihan prersidern langsu rng kertiga 

dalam serjarah Indonersia.37 

Permilur 2019 mernjadi momern berrserjarah karerna urnturk perrtama kalinya 

permilihan prersidern dan wakil prersidern dilakurkan berrsamaan derngan permilihan 

anggota lergislatif pada 17 April 2019. Dalam permilur ini, terrdapat 16 partai politik 

di tingkat nasional serrta 4 partai daerrah yang berrkompertisi khursurs di wilayah 

Acerh. Perlaksanaan serrerntak ini mernyerbabkan kerbingurngan di kalangan 

masyarakat. Kritik terrhadap kuralitas dermokrasi pada masa Order Barur merncakurp 

permilur yang kerrap diwarnai intimidasi dan kercurrangan. Serbaliknya, erra rerformasi 

serjak 1999 mermbawa kerbanggaan atas kermampuran bangsa dalam merngadakan 
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permilur murlti-partai yang berbas, jurjurr, dan adil. Namurn, aturran permilur yang serring 

berrurbah jurstrur mermperrurmit permahaman masyarakat terrhadap sisterm permilur di 

Indonersia, serhingga permilih serring merrasa bingurng derngan tata cara permilur yang 

ada.38 

3. Pengumpulan Bahan Hukum 

Surmberr bahan hu rkurm yaitu r berrasal dari dite rmurkannya bahan hu rku rm yang 

dapat dijadikan se rbagai rerferrernsi dalam pernerlitian. Adapu rn su rmberr bahan hu rkurm 

dalam pernerlitian ini te rrdiri dari: 

a. Surmberr hurku rm primerr 

Surmberr hurku rm primerr adalah perratu rran terrturlis yang mermurat norma-norma 

hurkurm yang merngikat sercara u rmurm dan dibe rntu rk ataur ditertapkan olerh lermbaga 

nergara ataur perjabat yang berrwernang merlalu ri proserdurr yang ditertapkan dalam 

perratu rran perrurndang-urndangan. Adapu rn yang te rrmasurk dalam katergori bahan 

hurkurm prmerr dalam pernerlitian ini antara lain: 

1) Urndang-Urndang Dasar Ne rgara Rerpurblik Indonersia Tahurn 1945 

2) Urndang-Urndang Nomor 7 Tahu rn 2017 Terntang Permilur 

3) Urndang-Urndang Nomor 28 Tahu rn 1999 Terntang Pernyerlernggara Nergara Yang 

Berrsih Dan Berbas Dari Korurpsi, Kolursi, Dan Nerpotismer. 

4) Perratu rran KPU r Nomor 15 Tahu rn 2003 Terntang Kampanyer Permilihan u rmurm 

b. Surmberr Hurku rm Serkurnderr 

Surmberr hurku rm serkurnderr adalah su rmberr hurkurm pernjerlas dari su rmberr hurkurm 

primerr. Serbagai bahan hurkurm serkurnderr yang te rrurtama adalah bu rkur-burku r hurkurm 
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terrmasurk skripsi, ju rrnal ju rrnal hurkurm, su rrat kabar, atau rpurn kamu rs-kamu rs hurkurm 

dan surmberr-surmberr lainnya. 

c. Surmberr Hurku rm Terrsierr  

 Surmberr-surmberr yang mermberrikan pertu rnjurk dan pernjerlasan merngernai bahan 

hurkurm primerr dan serkurnderr merlipurti Kamu rs Hurkurm, ernsikloperdia, siturs werb, 

Kamurs Bersar Bahasa Indonersia, serrta bahan hurkurm lainnya yang rerlervan derngan 

topik yang dibahas. 

4. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Bahan yang te rlah diku rmpu rlkan kermu rdian dapat dilaku rkan derskriptif 

analisis, yaitu r terknik analisis de rngan cara me rmaparkan data yang diku rmpu rlkan 

kermurdian dilaku rkan analisis se rcara merndalam te rntang Analisis hak prersidern ikurt 

serrta dalam Kampanyer berrdasarkan Urndang-Urndang Nomor 7 Tahurn 2017 

Terntang Permilur di Indonersia. 

a. Mernginterrverntarisasi bahan-bahan hurkurm yang rerlervan derngan masalah yang 

serdang dibahas. 

b. Mernisitermatisasi bahan-bahan hurkurm yang te rlah diku rmpu rlkan derngan masalah 

yang serdang diterliti,dan 

c. Mernginterrprertasikan sergala perratu rran perrurndang-urndangan yang rerlervan 

derngan masalah yang se rdang dibahas.39 
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I. Sistematika Penulisan 

Agar mermu rdahkan kita dalam mermahami materri yang diturlis dalam skripsi 

ini, maka akan diklasifikasikan sistermatika pernurlisan yang akan dimurat derngan 

mermperrhatikan kaidah pernurlisan skripsi berrikurt: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merrurpakan bagian u rmu rm yang mernggambarkan latar 

berlakang berserrta rurmursan masalah, tu rjuran dan manfaat 

pernurlisan, kerrangka konse rptu ral, landasan terori, originalitas 

pernerlitian, mertoder pernerlitian dan siste rmatika pernurlisan yang 

digurnakan dalam skripsi ini. 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANALISIS HAK 

PRESIDEN IKUT SERTA DALAM KAMPANYE 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 

TAHUN 2017 

Pada Bab ini me rrurpakan Tinjau ran Pu rstaka Terntang Trias 

Politika, Kerwernangan, Hak Prersidern, Kampanye r, Urndang-

Urndang Nomor 7 Tahurn 2017 

BAB III ANALISIS HAK PRESIDEN IKUT SERTA DALAM 

KAMPANYE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DI 

INDONESIA 

Bab ini merrurpakan bab permbahasan sersurai derngan rurmursan 



masalah Bagaimana Hak Kampanye r Prersidern Dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum r dan Bagaimana Hak 

Kampanyer Prersidern di masa yang akan dating 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merngurraikan te rntang kersimpurlan dan saran, 

kersimpurlan merngurraikan pokok-pokok permbahasan dari 

skripsi yang ditu rlis dan se rkaligu rs jawaban te rntang 

perrmasalahan yang diaju rkan dalam skripsi serrta kritik dan 

saran yang diperrlurkan berrkaitan derngan skripsi ini 

 


